Tindaklanjuti PMK 212, Pemprov Sulbar

Rasionalisasi DAU
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Sumber foto: https://sulbarexpress.fajar.co.id/2023/03/09/tindaklanjuti-pmk-212-pemprov-sulbar-

rasionalisasi-dau/

MAMUJU - Pada Rabu 8 Maret 2023, Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi
menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Dana
Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Rakor ini dipimpin
langsung oleh Pejabat Gubernur Sulbar Akmal Malik di Graha Sande, Kompleks Rumah Jabatan
Gubernur.

Dalam kesempatan ini, Gubernur menyampaikan bahwa PMK 212 ini, terdapat empat lokus
yang menjadi prioritas yaitu pendidikan, Kesehatan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

dan Pekerjaan Umum (PU). Sehingga perlu melakukan penyesuai anggaran.
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Salah satunya dengan melakukan pergeseran sub kegiatan, merasionalkan belanja perjalan
dinas, menghitung Kembali secar cermat dan tepat belanja pegawai pada belanja gaji dan
tunjangan ASN tan agress atau O persen.

“Identifikasi dan lakukan penyesuaian kegiatan hasil reses yang tidak dapat berjalan, agar
seluruh belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang tidak terdapat dalam RKP tahun
2023 untuk dilakukan pergeseran sub kegiatan, sesuai sub kegiatan yang tertuang dalam PMK
212/PMK.07/2022”, kata Akmal Malik

Adapun DAU untuk Sulbar Tahun 2023 sebesar Rp1.006.215.801.000, dilanjutkan DAU yang
tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp719.860.619.000. Sedangkan DAU yang ditentukan
pengggunaannya sebesar Rp286.355.182.000. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu
formasi PPPK sebesar Rp20.294.388.000. Sedangkan, DAU yang ditentukan penggunaanya antara
lain: Bidang Pendidikan sebesar Rp171.068.672.000 dan baru teranggarkan sebesar
Rp96.316.490.951.

Bidang Kesehatan sebesar Rp76.079.035.000. Berdasarkan hasil pemetaan penganggaran
baru teranggarkan sebesar Rp51.036.200.938. Kemudian, Bidang Pekerjaan Umum sebesar
Rp18.282.187.000. Dari hasil pemetaan penganggaran dinyatakn cukup.

Berdasarkan hasil pemetaan penganggaran tersebut, masih terdapat kekurangan

pengalokasian anggaran untuk DAU bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Sumber Berita:

“Tindaklanjuti PMK 212, Pemprov Sulbar Rasionalisasi DAU”
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rasionalisasi-dau/

Catatan Berita:

Dari berita diatas diketahui bahwa Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut UU 1/2022. Selain itu juga DAU diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja
Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut PMK 212.
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Perlu diketahui bahwa, DAU adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD)! yang
dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan
publik antar-Daerah.? Selain itu Pagu Nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan: (a)
Kebutuhan pelayanan public sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah; (b) kemampuan Keuangan Negara; (¢) pagu TKD secara keseluruhan; dan
(d) target pembangunan nasional. 2 Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota.* Dalam hal
ini, proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa
kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.®

Maksudnya, DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1
(satu) tahun anggaran. Celah fiskal ini dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan
potensi pendapatan Daerah.® Kebutuhan fiskal Daerah’” merupakan kebutuhan pendanaan Daerah
dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.®

Selanjutnya, untuk menghitung kebutuhan pendanaan daerah dengan berdasarkan perkiraan
satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan dan dikalikan
dengan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan
pemerintahan.

Perhitungan Kebutuhan Pendanaan Daerah

Kebutuhan = Satuan Biaya X Jumlah Unit X Faktor
Pendanaan Daerah Target Layanan Penyesuain

Bahwa, satuan biaya dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam ranka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenang Daerah.® Sedangkan Jumlah unit
target layanan untuk tiap-tiap urusan adalah jumlah target penerima layanan, seperti jumlah

! Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara
yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Darha untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka
mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

2 pasal 1 angka 71 UU 1/2022

3 pasal 124 ayat 1 UU 1/2022

4 Pasal 124 ayat 2 UU 1/2022

> Pasal 124 ayat 3 UU 1/2022

6 Potensi Pendapatan Daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK
nonfisik.

7 Dapat diperolah dari lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data. Lihat Pasal 127 UU 1/2022

& Pasal 125 UU 1/2022

% Pasal 126 UU 1/2022
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penduduk atau jumlah siswa, dan kesenjangan tingkat kebutuhan infrastruktur dasar dalam
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan, Faktor
penyesuaian adalah indikator yang memperhatikan antara lain luas wilayah, karakteristik wilayah,
dan indeks kemahalan konstruksi.

Dalam UU 1/2022 dalam pasal 128 disebutkan bahwa, DAU suatu provinsi dihitung
berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan julah DAU seluruh provinsi dalam
kelompok. Bobot provinisi dihitung dengan membagi celah fiskal proovinsi yang bersangkutan
dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok.

Sedangkan DAU suatu kabupaten/kota dihiutng berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota
yang bersangkuan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota dalam kelompok. Bobot
kabupaten/kota dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan
total celah fiskal seluruh kabupaten/kota dalam kelompok.

Dalam PMK 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan
Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023 dalam
pasal 2 disebutkan bahwa, Bagian DAU yang ditentukan penggunaanya terdiri atas: (a) penggajian
formasi PPPK; (b) pendanaan Kelurahan; (c) bidang pendidikan; (d) bidang kesehatan; dan (e)
bidang pekerjaan umum.

Berkaitan dengan berita di atas bahwa, , DAU yang ditentukan penggunaanya antara lain:
Bidang Pendidikan sebesar Rp171.068.672.000, Bidang Kesehatan sebesar Rp76.079.035.000,
serta Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp18.282.187.000. Maka dalam PMK 212 Pasal 3 ayat 2
disebutkan bahwa Bagian DAU yang ditentukan penggunaanya untuk bidan pendidikan, kesehan
dan pekerjaan umum pada Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dihitung berdasarkan indikator
yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah. Indikator
yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah merupakan
indeks komposit dari beberapa indikator kinerja tiap-tiap bidang.

Untuk indeks komposit di bidang pendidikan dihitung berdasarkan indikator: (1) rata-rata
lama sekolah; (2) angka partisipasi murni; (3) tingkat penyelesaian sekolah; (4) persentase guru
layak; (5) rasio kelas layak; dan (6) peta mutu pendidikan. Bidang kesehatan dihitung berdasarkan
indikator: (1) usia harapan hidup; (2) persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
(3) persentase bayi, balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap; dan (4) balita dengan gizi
normal. Sedankan untuk bidang pekerjaan umum dihitung berdasarkan indikator : (1) persentase
keluarga dengan akses terhadap air minum layak; (2) persentase keluarga dengan akses terhadap
sanitasi layak; (3) kondisi jalan mantap; (4) rasio elektrifikasi; dan (5) kualitas sinyal telepon dan
sinyal internet.°

10 pasal 3 ayat 5 PMK 212
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Dalam bidang kesehatan'!, penggunaan bagian DAU dilakukan untuk mendanai kegiatan
fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai
dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan ini
termsuk belanja yang berkaitan dengan (a) peningkatan capaian SPM bidang kesehatan; (b) belanja
pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada AN di bidang kesehatan; dan
(c) belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk belanja pegawai dibayarkan kepada
ASN di bidang kesehatan paling tinggi sebesar 20% dari jumlah alokasi bagian DAU bidang
kesehatan. Belanja Jaminan Kesehatan Nasional paling tinggi sebesar 25% dari jumlah alokasi
bagian DAU bidang kesehatan. Tidak termasuk dalam kegiatan belanja pegawai selain gaji dan
tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Penggunaan bagian DAU bidang pekerjaan umum?? dilakukan untuk mendanai kegitan
fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum
sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan yang dimaksud termasuk untuk
belanja yang terkait peningkatan capaian SPM di bidang pekerjaan umum. Tidak termasuk dalam
kegiatan belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Dari kedua bidang di atas, Kegiatan yang tidak termasuk dalam penggunaan sebagian DAU
yakni: (a) belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
(b) belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung tingkat kualitas pelayanan dasar.

11 Lihat Pasal 9 PMK 212
2 Lihat Pasal 10 PMK 212
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